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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Smdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili  perkara

perdata pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON,  umur  38  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  XXXXXXXXXX,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur  49  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,

pekerjaan XXXX XXXXXXX, tempat kediaman di

KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2024

yang telah terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah

Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 05 April 2024, telah mengajukan hal-

hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang  sah

sebagaimana  terbukti  dalam   Kutipan  Akta  Nikah  No  XXXXXXXXXXX,

tanggal XXXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat  Kantor Urusan

Agama  (  KUA  )  Kecamatan  XXXXXXXX  XXXXXXX,  XXXXXXXXX

XXXXXXXX ;  

2. Bahwa  pada  saat  menikah  Pemohon  berstatus  Duda  Cerai

sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai ;  

Hal. 1 dari 6 hal. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3. Bahwa setelah menikah baik Pemohon maupun Termohon membina

rumah   tangga  di  XXXXXXXX  XXXXXXX,   XXXXXXXXX  XXXXXXXX  di

rumah kediaman Termohon;  

4. Bahwa   kehidupan  rumah tangga  antara  Pemohon dan Termohon

 berjalan rukun sebagaimana pasangan yang baru membina rumah tangga

yang  hidup  dalam  rumah  tangga  yang  harmonis,  sehingga  dari  hasil

pernikahan antara  pemohon dan Termohon sudah dikaruniai  satu  orang

anak yang bernama XXXXXXXXX ( berusia 2 tahun 6 bulan ) ;  

5. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon

mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih

terjadi  pada  bulan  Juli  tahun  2021   hal  tersebut  disebabkan  karena

Pemohon  sudah  tidak  lagi  sanggup  memberikan  nafkah  sesuai  dengan

keinginan-keinginan  dari  Termohon  sehingga  karena  masalah  tersebut

Termohon  sudah  tidak  mau  lagi  melayani  segala  kebutuhan-kebutuhan

Pemohon ;  

6. Bahwa  atas  permasalahan  tersebut  diatas  maka  sering  memicu

terjadinya perselisihan  antara Pemohon dan  Termohon,  dan puncaknya

kurang lebih terjadi pada bulan April tahun  2023  dimana antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak serumah  lagi sebagaimana layaknya pasangan

suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;  

7. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun

kembali  bahkan dilakukan dengan bantuan dari  keluarga Pemohon akan

tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap

saja berlangsung terus menerus,  sehingga tujuan rumah tangga yang baik

dan harmonis tidak mungkin tercapai,   hal tersebut telah memenuhi salah

satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9

Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F  Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf

F ;  

8. Bahwa  dengan  demikian  hubungan  pernikahan  antara  Pemohon

dengan Termohon termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk

dipertahankan,  apabila  tetap  dipertahankan  akan  menimbulkan

kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;  

Hal. 2 dari 6 hal. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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9. Bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  diatas  keadaan  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik  sehingga

sulit  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan

rahmah, Pemohon menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan

rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan lagi  yang terbaik 

kecuali perceraian ;  

  Berdasarkan  dalil-dalil/alasan  tersebut  diatas,  Pemohon  mohon  dengan

hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim

yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  untuk  menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon    

2. Memberikan ijin kepada Pemohon   ( XXXXXXXXXXXXXXXX  untuk

menjatuhkan  talak   satu   terhadap   Termohon    (XXXXXXXXXXXXX  )  di

depan Sidang Pengadilan Agama Sumedang 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;  

  

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  padahal

kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara

relaas panggilan tanggal  dan , sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu

disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar

Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa,  atas  nasehat  tersebut  Pemohon mengatakan  akan  mencabut

perkaranya  dengan  alasan  Pemohon  akan  kembali  rukun  membina  rumah

tangga dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  pertimbangan  ini  ditunjuk  hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 hal. 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  maksud  dan  ketentuan  Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  Majelis  Hakim telah

berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali

membina rumah dengan Termohon dan ternyata usaha tersebut berhasi;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan 

mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut

perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  perkara  Nomor  1034/Pdt.G/2024/PA.Smdg dinyatakan

dicabut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  telah  dinyatakan

dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009,  maka seluruh biaya perkara  ini  dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1034/Pdt.G/2024/PA.Smdg dari Pemohon;  

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Sumedang  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan  1034/Pdt.G/2024/PA.Smdg  untuk  membayar  biaya

perkara  sejumlah  Rp191.000,00  (seratus  sembilan  puluh  satu  ribu

rupiah). 

Hal. 4 dari 6 hal. 
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Demikian  Penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari  Senin tanggal  06 Mei  2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.

Abdul Malik, M. Si sebagai  Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H  dan Drs. H.

Mukhlis. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim

Anggota dan Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Abdul Malik, M. Si  

Hakim Anggota Hakim Anggota

 
Drs. Solihudin, S.H  Drs. H. Mukhlis  

Panitera Pengganti

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.  

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 46.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.0000,00

Hal. 5 dari 6 hal. 
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5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya materai :     Rp.                10.000,00  

    Jumlah Rp. 191.000,00 

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. 
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